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ABSTRAK

Kepolisian sebagai alat penegak hukum berkewajiban menjamin tertib dan
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dan keamanan masyarakat,
sehingga pelaksanaan tugas tersebut perlu dikembangkan melalui pemantapan
secara terpadu dan profesional dalam menciptakan ketertiban hukum dan
menangkal serta mengatasi segala macam bentuk gangguan keamanan / unjuk rasa
atau demonstrasi, dimana pelaku dapat dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan
ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 dan KUHP, dengan permasalahan peran Polri
dalam pengamanan masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat dimuka
umum dan upaya—upaya Polri dalam peningkatan pengamanan masyarakat
menyampaikan kebebasan pendapat dimuka umum di wilayah hukum Polrestabes
Semarang. Type penelitianya yuridis normatif, spesifkasi penelitiannya diskriptif
analitis dengan sumber data sekunder dan data primer. Penyajian data dilakukan
secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian Negara Indonesia yang menganut
faham demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk dapat menyampaikan
pendapat dimuka umum secara bertanggungjawab. Namun pelaksanaan
penyampaikan pendapat dimuka umum atau unjuk rasa seringkali disalahartikan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, secara anarkis/brutal dan
perbuatan pengunjuk rasa/demonstran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Upaya—upaya Poln adalah menghimbau masyarakat agar tidak mudah
terprovokasi, ikut—ikutan demo dan taat pada aturan hukum vang ada. Tindakan
pengamanan Polri adalah mendengar aspirasi pendemo serta menjaga silaruhrami
dengan masyarakat, melakukan penjagaan disekitar daerah demonstrasi dengan
mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya unjuk rasa.
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